
BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

TEPUTUSAII BT,PATI HALUAHF,RA BARAT
NoMOR u /KPTS/Ll2o|7

TENTANG

PELIMPAIIAIT XDWEIXAITGAIS PEITAISDATAISGAITAil
I{EPUTUSAN TEIITAIVG PTITETAPAIT DATTAR, PEIYERIUA DAIT

BESAHAtr EAtrA HIEAE EAS EAT,rUAfr StoSilAI, TTFADA
IITPALII DIUAS SOSIAL KABIIPATEIT HALUAIIERA BARAT

TAIIUIT ANGGARAN ?"OI7

BI'PATI EAI.UAIIERA BARfff,

Menimbang : a. batrwa berdasarkan Pasal 35 ayat {2} Peraturan Ehrpati Halmahera
Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Dana
Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Halmahera Barat, yang
mengamanatkan bahwa Bupati dapat menunjuk pejabat yang
diberi pelimpahan wewenang untuk membuat dan
menandatangani Kepuhrsan Penetapan Daftar Penerima dan
Besaran Danah Hibah, maka dipandang perhr dilakukan
pelimpahan kewenangan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahart
Kewenangan Penandafanganan Keputusan Tentang Penetapan
Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah dan Bantuan Sosial
Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2477;

Mengingat : 1. Undang:-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun L957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayatr

Daerah Swatantra Tingkat I Maluku mer{adi Undaa5und*g;
2. Undang-undang Nomor I ?ahun 2OO3 tentang Pembentukan

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepuiauan Sula, Kabupaten Hafurrahera Timur dan
KotaTidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang:undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
KotaTidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tatrun 2OO3 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan

Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil

Negara;
9. Undang-undang Nomar 23 Tahun 2Al4 tentang Pernerintahan

Daeratr;
1O. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2OO5 tentang Pengelolaan

Keuangan Daeratr;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah

Diubatr Deagan Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2OO7; ",:,.. 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pemdoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial;

14. Perahrran Daeratr Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangfuat Daeratr
Kabupaten Halm.ahera Barat;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Fiaitnahera Barat Nomor 9
Tahun 2Arc tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2OL7;

MEMUTUSKAIT:

Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Tentang
Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah dan
Bantuan Sosial Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2OL7.

Kepada Kepala Dinas Sosial yang diberi u/ewenang
penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
bertanggungiawab penuh terhadap aspek biaya, aspek telcris,
aspek legalitas, dan aspek administratif dengan berpedoman
sesuai ketentuan peratrrran perundang-undangan yang berlaku.

Kepada Kepala Dinas Sosial yang diberi wewenang
penandatanganan sebagaimana ciimaksud Diktum Pertama, wajib
melaporkan penyaluran / penyerahan dan penggunaan Dana Hibah
dan Bantuan Sosial kepada Bupati Halmahera Barat melalui
Sekretaris Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tarrggal : 7 'l4"rc&y' 2OL7

$ueeu HALMAHERA BARAT,

Tenbusn dnsanea'llealn kqada Ytlu
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utafia di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Matuku Utara di Ternate,
4- Inspektur Inspektorat l(abupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badaa Peagelola Keuangan Daerah Ikb. H*lbar di Jailolo
6. Kepala Direas Sosiaf Kab. Halmatrera Barat di Jailolo
7. Arsip.
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